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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.02/2009

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENY ETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalan rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak Yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan  Hutan untuk  Kepentingan
Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku
Pada Departemen Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan K ehutanan;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis

dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pgak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak
Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Pressden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418);

. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang
Berada Di Kawasan Hutan;

. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-

11/2008 tentang Pedoman Pinjam paka Kawasan Hutan;
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9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-
11/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area
Terganggu dan Areal Reklamas dan Revegetass Untuk
Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pgjak Penggunaan
Kawasan Hutan;

Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 322/Menhut-V11/2008
tanggal 6 Juni 2008 hal Konsep Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan  Hutan untuk  Kepentingan
Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK  YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pgak Penggunaan Kawasan
Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pgak
yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
yang berlaku pada Departemen Kehutanan sebaga
pengganti lahan kompensasi sesual peraturan perundang-
undangan.

2. Wgjib Bayar adalah pemegang izin pinjam paka kawasan
hutan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang melakukan kewgjiban membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan.

3. L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan
hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat
permanen dan bukan tambang selama jangka waktu
penggunaan kawasan hutan (ha).



